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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penyebab utama belum optimalnya penanganan 

overcrowded  di Rutan dan Lapas dianalisis berdasarkan pendekatan collaborative 

governance, yang mengarah pada temuan bahwa adanya kebutuhan yang tinggi 

terkait dukungan berbagai pihak dalam penanganan overcrowded. Berdasarkan 

peninjauan dari komponen principled engagement (keterikatan berprinsip), 

penanganan overcrowding dan sistem peradilan pidana Indonesia belum didasari 

pada nilai, tujuan dan pendefinisian masalah yang seragam. Upaya kesepakatan 

telah berprogres namun dilakukan secara terpisah sehingga tidak mengikat seluruh 

stakeholder. Komponen principled engagement ini mendapatkan rata-rata skor 

sebesar 64.37 dari 100 dari panel stakeholder penanganan overcrowded. 

Pada komponen shared motivation (motivasi bersama), elemen-elemen 

yang dibutuhkan untuk memunculkan motivasi bersama belum terpenuhi sehingga 

panel stakeholder hanya memberikan skor 62.68 dari 100 kepada komponen ini. 

Praktik kolaborasi yang telah berlangsung dihambat dengan lemahnya komitmen 

antar pihak untuk menjalankan kesepakatan. Kemudian hal tersebut diperparah 

dengan kurangnya kepercayaan dan pengakuan untuk mengelola kepentingan antar 

stakeholder. Hal ini kemudian mengarah pada perilaku-perilaku sporadis yang 

menginterpretasikan kesepakatan sesuai kepentingan masing-masing pihak.  

Berdasarkan komponen capacity of joint action, praktik kolaborasi sumber 

daya telah ditemui melalui dukungan mitra pemasyarakatan dalam berbagai 
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berbentuk seperti pertukaran informasi, dukungan kegiatan, partisipasi 

pemikiran/penelitian, sarana prasarana, peningkatan kualitas petugas dan 

manajemen, dan lain sebagainya. Namun penggabungan dan dukungan sumber 

daya belum mampu memenuhi kebutuhan kelebihan hunian yang besar. 

Ketidakjelasan peran dan prosedur memperburuk kapasitas kolaborasi karena 

mengarahkan pada aksi-aksi yang sporadis. Panel stakeholder penanganan 

overcrowded memberikan skor 65 terhadap elemen capacity of joint action. 

Berdasarkan penelitian, telah disusun model baru dalam penanganan 

overcrowding di Indonesia menggunakan pendekatan collaborative governance 

dimana strategi optimalisasi tersebut disusun dengan menekankan proses 

kolaboratif dengan stakeholder Kementerian Hukum dan HAM. Model baru 

mengadopsi model kolaborasi Emerson, dkk (2012) yang telah dimodifikasi.  Pada 

model Emerson, dkk(2012) belum ada pendefinisian aktor yang terlibat. Untuk itu, 

penulis telah membuat model baru dengan penambahan pihak-pihak yang 

dilibatkan dalam implementasi kebijakan publik. Penambahan pihak/aktor yang 

terlibat juga dengan motode kolaborasi baru dari modifikasi penta helix yaitu 

metode kolaborasi hexa helix yang membagi stakeholder menjadi pemerintah, 

universitas (akademisi), lembaga masyarakat, bisnis, media dan internasional 

Berdasarkan pemetaan strategi kolaboratif tersebut, strategi utama yang 

direkomendasikan antara lain: 

1. Penataan regulasi melalui peran kolaborasi: 

a. Pemerintah: melakukan optimalisasi arus masuk & keluar melalui kebijakan 

(UU, PP, Permen 
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b. Universitas/Akademisi: mengkaji secara ilmiah terkait kebijakan alternatif 

pemidanaan & keadilan restoratif. 

c. Lembaga Masyarakat: Mendukung pembentukan rumah singgah & Pokmas 

Lipas untuk mendukung alternatif pemidanaan & reintegrasi. 

d. Bisnis: mendukung peningkatan sistem pelatihan keterampilan dan 

produksi kerja narapidana. 

e. Media: melakukan KIE tentang kebijakan alternatif pemidanaan dan 

keadilan restoratif. 

f. Internasional: melakukan Penguatan regulasi berbasis HAM dan semangat 

restorative justice sesuai standar global. 

2. Penguatan kelembagaan melalui peran kolaborasi: 

a. Pemerintah: melakukan penguatan sistem penilaian yang objektif dan tata 

kerja yang efektif. 

b. Universitas/Akademisi: mengkaji secara ilmiah terkait penilaian risiko dan 

kebutuhan, serta dampak overcrowded pada hak narapidana. 

c. Lembaga Masyarakat: menghimpun dukungan masyarakat terkait keadilan 

restoratif serta partisipasi dalam pembinaan & reintegrasi. 

d. Bisnis: mendukung penyaluran hasil produksi kerja dan aktivitas produktif 

narapidana paska rilis. 

e. Media: mempromosikan pembinaan berbasis penilaian risiko dan 

kebutuhan, serta asimilasi dan integrasi di luar lapas. 

f. Internasional: melakukan penguatan pembinaan berdasarkan penilaian 

risiko dan kebutuhan, serta pemenuhan HAM sesuai standar global. 
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3. Peningkatan sarana dan prasarana melalui peran kolaborasi: 

a. Pemerintah: peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya berbasis 

asesmen kebutuhan dan pemanfaatan hasil kerja. 

b. Universitas/Akademisi: melakukan kajian perhitungan kebutuhan sarana 

prasarana yang layak dalam kondisi overcrowded. 

c. Lembaga Masyarakat: melakukan kajian perhitungan kebutuhan sarana 

prasarana yang layak dalam kondisi overcrowded. 

d. Bisnis: memberikan dukungan sarana prasarana dalam kegiatan pembinaan. 

e. Media: melakukan dukungan fasilitas media serta penguatan petugas dalam 

strategi komunikasi massa. 

f. Internasional: mendukung perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dasar 

narapidana & sarana TI sesuai standar global. 

4. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui peran kolaborasi: 

a. Pemerintah: penguatan asesmen rekrutmen dan pelatihan petugas, serta 

budaya integrasi, proactive, & rasa kepemilikan organisasi 

b. Universitas/Akademisi: memberi dukungan tenaga pendidik untuk 

pembinaan maupun pelatihan petugas. 

c. Lembaga Masyarakat: melakukan dukungan praktisi serta peninjauan 

eksternal terkait pelayanan dan kinerja petugas. 

d. Bisnis: penguatan budaya kerja yang berorientasi pada output yang disertai 

dukungan sarana koordinasi berbasis TI. 

e. Media: mendukung peningkatan budaya kerja berbasis TI yang bertanggung 

jawab serta kontrol sosial terkait perilaku petugas. 
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f. Internasional: memberi dukungan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas 

petugas dan sesuai standar global. 

B. Saran  

Saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mejawab hasil terkait penyebab utama belum optimalnya penanganan 

overcrowded  di Rutan dan Lapas yang telah dibuat model barunya, agar 

kedepan proses kolaborasi dapat berjalan optimal maka perlu diperkuat dan 

diikat dengan dasar hukum. Strategi tersebut dapat digunakan untuk 

memperbarui kebijakan atau menyusun kebijakan baru. Pembaruan dapat 

dilakukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 

Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rutan dan Lapas atau 

dengan membuat kebijakan baru dapat dilakukan pada kebijakan setara 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM.  

2. Sebagaimana penelitian ini dibuat untuk mengukur kolaborasi antar 

stakeholder dalam penanganan overcrowded di rutan dan lapas,  perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur tingkat efektivitas dari model 

kolaborasi yang telah dibuat dalam penelitian ini. 

3. Dalam rangka memperoleh suatu pengetahuan baru yang dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, penulis 

memberikan rekomendasi kepada penulis selanjutnya untuk melakukan 

penelitian terkait dengan collaborative governance dalam Pencegahan, 

Penyalahgunaan dan Penyebaran Gelap Narkotika (P4GN). Hal ini didasari 
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karena kasus narkoba merupakan penyumbang terbesar terjadinya 

overcrowded di rutan dan lapas di Indonesia. 
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